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Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Kekerasan
Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten
Gowa
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis sosiologis
terhadap tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di kabupaten
gowa? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub
masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Apa faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di Kabupaten
Gowa?, 2) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam
menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di
Kabupaten Gowa?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Kemudian, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun, teknik pengolahan dan analisis
data yaitu dengan cara analisis kualitatif, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk
deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga puluh (30) kasus
kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di Kabupaten Gowa dari tahun
2015 s/d 2016, sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan
yang dilakukan geng motor anak remaja, yakni: 1) Mudahnya mendapatkan
sepeda motor; 2) Faktor Lingkungan Keluarga; 3) Pengaruh Minuman Keras; 4)
Faktor Lingkungan Pendidikan; 5) Faktor Lingkungan Masyarakat; 6) Faktor
Lingkungan Keagamaan; dan 7) Faktor Kesenjangan Sosial. Adapun upaya-upaya
yang dilakukan aparat kepolisian Resort Gowa dalam menanggulangi tindak
kekerasan tersebut, yakni dengan Upaya Preemtif, Preventif, maupun Represif.
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah sangat diharapkan dapat
menyediakan fasilitas bagi para anak remaja di dalam mengembangkan kreatifitas
mereka, sehingga dapat tersalur secara positif, dan terhindar dari pergaulan bebas
geng motor. Selain itu, peran orang tua dan guru sebagai anggota masyarakat juga
sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan, arahan, dan pengawasan secara
maksimal terhadap anak-anaknya, serta dapat memberikan pelajaran moral yang
berlandaskan keagamaan, baik di rumah, maupun di sekolah. Dalam hal ini, aparat
kepolisian juga diharapkan dapat lebih meningkatkan penanggulangan terhadap
kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di kabupaten gowa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada
pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dalam UUD 1945)
yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala
peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan,
dihormati, dipatuhi, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa adanya pengecualian. Hal
ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa :
Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak
terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di
dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban
dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya
masih banyak masyarakat melanggar hukum.1
Masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang kebutuhan
hidupnya dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu kebutuhan yang sering kali
menjadi tolak ukur utama dalam mengklasifikasikan tercapai atau tidaknya suatu
kesejahteraan adalah kebutuhan ekonomi. Namun dalam suatau sistem kehidupan
masyarakat, terdapat pula faktor lain yang juga sangat dibutuhkan masyarakat,
1 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2005), h.26.
2yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Lingkungan yang
aman dan tertib akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan
dengan baik, sehingga dalam beraktifitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa
tenang tanpa merasa terancam dengan adanya tindakan-tindakan kriminal yang
dapat merugikan mereka.
Perkembangan zaman serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi di era
globalisasi saat ini, secara tidak langsung, memunculkan berbagai hal dalam
kehidupan saat ini, mulai dari hal positif maupun negatif, serta munculnya
berbagai pelanggaran dan tindak pidana kekerasan bahkan kejahatan. Hal ini
merupakan masalah serius yang harus segera mungkin dapat diselesaikan, agar
masyarakat senantiasa selalu mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam
kehidupan bermasyarakat.
Menurut Tulieus Cicero (Bachsan Mustafa, 2003:12) menyatakan “ubi
societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Dengan
demikian masyarakat dan hukum saling terkait.2
Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-
anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan
berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.3
Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma
pergaulan hidup manusia, kekerasan merupakan suatu masalah sosial yang berada
di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.
2 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2003), h.12.
3 Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), h.133.
3Kekerasan dan kejahatan merupakan suatu kesatuan yang rentan melekat
dalam pergaulan bebas, khususnya pada pergaulan anak remaja yang mencari jati
dirinya dalam pergaulan sosial, seiring berkembangnya zaman pada tingkat
peradaban umat manusia yang semakin kompleks.
Remaja yang notabene tergolong sebagai anak dalam perspektif hukum,
juga terbilang belum cakap hukum berdasarkan beberapa undang-undang yang
mengatur mengenai persoalan anak. Remaja telah akrab dianggap sebagai pelaku
yang diperlihatkan zaman kepada mereka. Perubahan perilaku anak remaja yang
terjerumus dalam suatu kelompok yang dikenal dengan geng motor, sering
ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial,
disebabkan pengaruh yang timbul dari pergaulan teman sekelompoknya. Secara
psikologis, remaja yang masih berada dalam kondisi labil, dengan mudah
menangkap hal-hal baru begitu saja, tanpa mempertimbangkan dampak dan akibat
yang ditimbulkannya, disebabkan pikiran remaja belum mampu menyaring hal-hal
positif maupun negatif secara sempurna.
Di Kabupaten Gowa, gaya hidup anak remaja yang semakin beragam
akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi maraknya aksi kekerasan
yang dilakukan geng motor. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan
hanya sekedar mengganggu ketertiban umum, misalnya dengan melakukan
balapan liar, tawuran, dan keributan lainnya. Akan tetapi, tindakan yang mereka
lakukan telah berkembang ke arah tindak pidana lain yakni, perampokan,
pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Dalam hal
ini tentunya harus segera mungkin mendapat perhatian yang serius, karena jika
4melihat kasus yang terjadi di kota Makassar, dari waktu ke waktu, akan semakin
banyak dan berkembang tindak pidana yang dilakukan geng motor anak remaja di
wilayah tersebut.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang
kejahatan. Dalam buku kedua (II) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya
memberikan perumusan tentang perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu
kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP :
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”
Dalam agama islam, juga memberikan peringatan kepada seluruh umat
manusia untuk tidak membuat kekacauan dan gangguan, termasuk menghilangkan
nyawa orang lain. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-
Maidah/5:33
Terjemahnya :
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan
yang besar.”4
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit J-Art,
2005), h. 113.
5Terkait dengan maraknya anggota geng motor tersebut, serta bahaya akan
tindakan kekerasan yang dilakukannya, maka sebelum hal tersebut terjadi dan
berkembang di wilayah Kabupaten Gowa, harus segera mungkin dapat ditemukan
solusi efektif guna penanggulangannya.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak kekerasan yang
dilakukan geng motor anak remaja, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif
guna menanggulangi segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan geng
motor anak remaja, demi mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman,
dalam kehidupan bermasyarakat bermartabat.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
meneliti permasalahan tersebut dengan judul :
“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Kekerasan Yang
Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus
Polres Gowa Tahun 2015 s/d 2016)”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus permasalahan adalah faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak
remaja, serta upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi
tindakan kekerasan geng motor anak remaja di kabupaten gowa. Dalam hal ini,
Penelitian difokuskan pada kasus-kasus tindakan kekerasan yang dilakukan geng
motor anak remaja di Kabupaten Gowa Tahun 2015 s/d 2016.
6C. Rumusan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti mengenai “Bagaimana
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Geng
Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa”?
Dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan ke dalam sub-sub
masalah sebagai berikut :
1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan
geng motor anak remaja di Kabupaten Gowa ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam
menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja
di Kabupaten Gowa ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan
yang dilakukan geng motor anak remaja di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui solusi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat
kepolisian dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan geng
motor anak remaja di Kabupaten Gowa.
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi masyarakat maupun akademisi dalam memahami faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan geng motor
anak remaja di Kabupaten Gowa.
72. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
masyarakat dalam peran sertanya terhadap penanggulangan kekerasan
yang dilakukan geng motor anak remaja. Serta masukan bagi aparat
penegak hukum, khususnya Polres Gowa dalam menindak tegas setiap
anggota geng motor anak remaja yang melakukan tindakan kekerasan.
8BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Hukum dan Pengertiannya
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak hidup sendiri, manusia
hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan
hubungan antara sesamanya. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan
hidupnya yang mustahil dapat dipenuhi sendiri. Atas dasar itu kemudian seorang
filsuf Yunani, Aristoteles menyebut bahwa manusia sebagai zoon politicon adalah
mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia/orang lain.
Kebutuhan manusia yang sangat bermacam-macam, menjadikan pemenuhan
kebutuhan hidup bergantung dari hasil daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu,
manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang
bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama, dengan satu objek
kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, maka konskuensinya adalah
timbul suatu bentrokan atau konflik. Suatu konflik akan terjadi juga dalam suatu
hubungan antara manusia apabila tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, deskripsi
sederhananya adalah hukum mulai ada ketika dua kepentingan berbenturan
sehingga meniscayakan diperlukannya sebuah solusi. Solusi inilah yang kemudian
lahir dalam bentuk aturan. Aturan ini kemudian yang kita sebut sebagai hukum
baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Tentu dari pemaparan ini akan
sangat relevan dengan ungkapan “Ibis societas ibis ius” di mana ada masyarakat
maka di situ ada hukum. Hal-hal semacam itulah yang sebenarnya merupakan
akibat dari tingkah laku manusia yang menginginkan kebebasan. Suatu kebebasan
9dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Apalagi kalau kebebasan tingkah-laku seseorang tidak dapat diterima oleh
kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan sosial,
baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial, maka diperlukan
adanya ketentuan-ketentuan. Tujuan ketentuan itu, untuk membatasi kebebasan
tingkah laku manusia. Ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul
atas dasar kesadaran, dan biasanya dinamakan hukum. Jadi, hukum adalah
ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul
berdasarkan atas kesadaran manusia itu sendiri, sebagai konsekuensi logis dari
adanya gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial merupakan hasil dari pengukuran
baik tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya.
Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia memiliki bermacam-macam
corak, tergantung dari berat ringannya reaksi yang diberikan dalam memberikan
penilaian. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut, terdapat ketentuan yang
berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Jenis-jenis ketentuan itu
berbeda dalam berbagai hal dan akan terlihat secara nyata apabila suatu ketentuan
dilanggar. Misalnya, suatu ketentuan menyatakan bahwa setiap orang yang muda
hendaknya menghormati yang lebih tua. Kalau seorang yang lebih muda bertemu
dengan seorang yang yang lebih tua tidak memberi salam, maka tingkah lakunya
itu dipersepsikan sebagai suatu sikap yang tidak hormat. Ini kemudian yang kita
sebut sebagai sebuah norma kesusilaan (Abdoel Djamali, 2005: 2).
Salah satu hal penting dalam penggunaan istilah dalam keilmuan hukum
adalah untuk memahami tujuan dari makna hukum itu sendiri. Penggunaan istilah
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hukum juga dipakai dalam berbagai pengertian yang beraneka ragam. Antara lain
penggunaan istilah “the law of science” (ilmu hukum), “the natural law” (ilmu
hukum), “the laws of morality” (hukum moralitas), dan penggunaan istilah lain.
Di dalam berbagai pengertian ini, ada yang memahami hukum sebagai setiap
perangkat asas-asas yang seragam. Dan ada juga yang menggunakannya dalam
konteks yang berhubungan dengan masyarakat, di mana hukum itu beroperasi,
dalam hal ini hukum dipandang sebagai seperangkat asas-asas yang ditetapkan
dan mengatur perilaku manusia. Dalam konteks itu, hukum digunakan di dalam
pengertian khusus dan jauh dari suatu makna yang sempit (Achmad Ali, 2009:40).
Patut diketahui pula bahwa, aturan-aturan moral dalam kemasyarakatan,
lebih tidak eksplisit dan lebih tidak formal, baik dalam wujudnya maupun isinya,
serta memainkan suatu peran penting yang berkaitan dengan upaya masyarakat
untuk mengendalikan perilaku warganya. Sulit untuk melukiskan suatu garis
perbedaan antara aturan hukum sebagai cara formal untuk mengatur perilaku
manusia dan sebagai “ramuan” moral serta “ramuan” sosial yang juga berfungsi
mempengaruhi dan mengendalikan perilaku manusia. Merupakan hal yang sama
sulitnya untuk menentukan alasan bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat
dan mengapa orang menaatinya, dapat dibedakan dari alasan-alasan yang
menjelaskan bagaimana fungsi dari norma-norma lain yang mengatur masyarakat
dan mengapa orang menaatinya (Achmad Ali, 2009: 41).
B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum
Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti kawan,
sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan
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diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul "Cours De Philosophie
Positive" oleh karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi
tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan
tentang masyarakat.5 Dalam memahami karakteristik kajian sosiologi hukum,
maka akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar sosiologi maupun
sosiologi hukum mengenai sosiologi hukum itu sendiri.
1. Pengertian Sosiologi Hukum Menurut Para Ahli
a. Menurut Achmad Ali, Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in
action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia,
yang berarti berada di dunia. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan
empiris yang bersifat deskriptif.6
b. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Sosiologi hukum merupakan salah satu
cabang dalam keilmuan sosiologi. Sosiologi hukum mengkaji kedudukan
hukum dan peranannya di masyarakat. Hukum bagi penganut empiris,
dipandang bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang logis saja,
melainkan juga memandang hukum sebagai sesuatu yang lebih penting
lagi yaitu hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam
kehidupan. Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku
individu dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan
biasanya adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh
5 “Sosiologi”, Wikipedia the Free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
(19 Mei 2016).
6 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta : Yarsif
Watampone, 1998), h. 11.
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aturan hukum terhadap suatu keadaan tertentu, dan implementasi aturan
hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan hukum.7
c. Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu
yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang
mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni
kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum
mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat
tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni
struktur sosial dan struktur dinamikanya. Segi struktural masyarakat
dinamakan pula struktur sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-
lembaga sosial, kelompok, serta lapisan-lapisan sosial, dengan
berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum,
merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan
empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan
sebaliknya.8
d. Menurut Alvin S. Johnson, Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi
jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai
dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam
kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang
baku, adat-istiadat sehari-hari, dan tradisi-tradisi atau kebiasaan-
kebiasaan inovatif), dan juga dalam materi dasarnya (struktur kekurangan
7 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Prenada Media Group,
2008), h. 30.
8 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1988),
h. 65.
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dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis). Sosiologi
hukum juga menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-
perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya, pada saat
mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah
sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).
Sosiologi hukum memulai kajiannya khususnya dari pola-pola pelambang
hukum tertentu, seperti mengorganisasi hukum, prosedur, dan sanksi-
sanksinya, sampai pada simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti
kefleksibelan aturan hukum dan kespontanan hukum.9
e. Menurut Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum merupakan ilmu yang
mempelajari fenomena terhadap hukum. Dari sudut pandang yang
demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi
secara sosiologis, sebagai berikut10 :
1) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap
praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam perbuatan
undang-undang, pada penerapan di pengadilan, maka hal tersebut juga
mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing bidang
kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha
untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-
sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kemudian dari
segi latar belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara
sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum,
9 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 64.
10 Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta : PT. Grasindo, 2008), h.112-113.
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baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari
hukum.
2) Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (empirical
validity). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana
kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam
bunyi peraturan atau tidak.
3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi
hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.
f. Menurut Zainuddin Ali, karakteristik kajian sosiologi hukum adalah
sebagai berikut11 :
1) Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap
praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek hukum itu dibeda-
bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, maka penerapan dalam
pengadilan juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada
masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2) Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-
praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri terjadi,
sebab-sebabnya, faktor-faktornya, latar belakangnya, dan sebagainya.
Sedangkan kajian hukum normatif bersifat perspektif, hanya berkisar
pada “apa hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”.
3) Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku manusia dalam bidang
hukum, sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang
11 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), h. 8-9.
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dimaksud mempunyai dua segi yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena
itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak
dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang
bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.
Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak
membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang
menyimpang.
4) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu
peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu
hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “apakah kenyataannya
memang seperti yang tertera pada peraturan itu?” dan “bagaimana
dalam kenyataannya peraturan hukum itu?” Perbedaan yang besar
antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris
sangat jelas. Pendekatan yang pertama, menerima apa saja yang tertera
pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua, senantiasa menguji
dengan data empiris.
5) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tidak
menilai yang satu lebih dari yang lain, dan tingkah laku yang taat pada
hukum. Akan tetapi, sosiologi hukum hanya memberikan penjelasan
dari segi objektifitas semata, bertujuan untuk memberikan penjelasan
terhadap fenomena hukum yang nyata.
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Apabila kajian empiris sosiologis dipakai untuk membahas persoalan
kekerasan, maka hal tersebut tidak membahas mengenai pasal undang-undangnya,
dan tidak pula membahas mengenai aspek moral dari persoalan kekerasan,
melainkan mempertanyakan bagaimana kekerasan dalam kenyataannya.
2. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum
Dalam pembahasan keilmuan hukum kalangan filosofis memandang
hukum sebagai sesuatu yang seharusnya ada, dan kalangan sosiologis memandang
hukum sebagai apa yang bekerja di dalam kenyataan masyarakat, maka tentu saja
kaum positivisme enggan untuk menerima keduanya, karena mereka lebih
memandang hukum seperti yang ada dalam perundang-undangan. Seperti yang
pernah dikemukakan oleh salah satu eksponen positivisme, John Austin (Achmad
Ali, 2012: 9) :
“The study of the nature of law shauld be a study of law as it actually
exists in a legal system, and of law as it ought ta be an moral ground.”
Artinya: “Studi tentang sifat hukum seharusnya merupakan studi tentang
hukum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang
seharusnya ada dalam norma-norma moral.”
Selaras dengan itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum
normatif adalah cara pandang para pengacara yang memandang hukum dari dalam
sistem hukum itu sendiri:
The lawyers looks at is mostly from the inside. He judges law in its own
terms; he has learned certain standards against which he measures legal
practices and rules. Or writes about practical affairs; how to use the law, how
work with it.
Jadi, Friedman memandang bahwa, para pengacara memandang hukum
umumnya dari dalam hukum itu sendiri. Para pengacara menilai hukum dalam
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terminologi hukum itu sendiri. Para pengacara telah mempelajari standar-standar
tertentu untuk mengukur aturan-aturan hukum dan praktek hukum, atau untuk
digunakan dalam menulis peristiwa-peristiwa praktis, bagaimana menggunakan
hukum, serta bagaimana bekerja dengan hukum itu.
Berbeda dengan cara pandang kajian sosiologi hukum menurut Lawrence
M. Friedman, yakni:
Its looks at law from the outside. It tries to deal with the legal system from
the viewpoint of social sience. Basically it argues that law is only one of many
social systems and that other social systems in society give it meaning and effect.
Jadi, kaum sosiologi hukum itu, memandang hukum dari luar hukum.
Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut
pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum
adalah salah satu dari banyak sistem sosial, dan justru sistem sosial yang lain,
yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum di dalam masyarakat.
Menurut Friedman, sosiologi hukum beranjak dari asumsi dasar:
The poeple who make apply, or use the law are human being. Theirs
behavior of social behavior yet, the study of law has proceeded in relative
isolation other studies in the social science.
Asumsi dasar tersebut, menganggap bahwa orang yang membuat, yang
menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah mahluk manusia. Perilaku
mereka adalah perilaku sosial. Namun, kajian hukum secara relatif telah
memisahkan diri dari studi-studi lain dalam ilmu sosial. Dengan menggunakan
pandangan sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan
untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti
yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistis. C. Harry Bredemeier lebih
memerinci kajian sosiologis itu dengan masih membedakan antara apa yang
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dinamakan sebagai sociology of the law dengan apa yang dinamakan sebagai
sociology in the law (Achmad Ali 2009:11).
Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum dengan
moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum
menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998: 34) yaitu:
kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan sebagai sumber
hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep
hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non
hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki perbedaan, meskipun keduanya
memfokuskan secara besar pada kandungan dan pengaruh hukum terhadap
perilaku sosial serta kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam
“the sosial world” mereka. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta
pranata hukum. Tentang bagaimana hukum itu dibuat dan tentang kondisi-kondisi
sosial yang menimbulkan hukum.
Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di
antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat pula kajian normatif dan
kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris sosiologis memandang hukum sebagai
kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka
kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang
menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif
menekankan kajian pada law in books, hukum sebagaimana mestinya, olehnya itu
berada dalam dunia sollen. Di samping itu, juga kajian normatif pada umumnya
bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang salah dan apa yang
benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain ilmu hukum pidana, ilmu
hukum perdata, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain (Ahmad Ali, 2012: 128).
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Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum adalah
(Achmad Ali, 1998: 19-32), sebagai berikut:
a. Menurut istilah Donald Black (1976: 2-4) dalam mengkaji hukum sebagai
Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai
perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan
ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai
rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan
pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam
kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat.
Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial
yang ada dalam masyarakat, yang meliputi kaidah moral, agama, dan
kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan warga
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu, maka tampaklah bahwa
sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses
yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan
pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
c. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi
sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum, bukanalah stratifikasi
hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori
grundnorm, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem
kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya
strstifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
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d. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang
perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan
masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu
persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan
yang terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan
terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum
sebagai alatnya.
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka lahirlah konsep
law as atool of social engineering, yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang
berati bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara sadar maupun secara
tidak sadar sebuah konstruksi masyarakat. Maka dalam upaya menggunakan
hukum sebagai alat rekayasa sosial, juga diupayakan bagaimana mengoptimalkan
upaya hukum. Sebab, upaya hukumpun menjadi salah satu topik bahasan dalam
sosiologi hukum (Achmad Ali, 1998: 98-103).
Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin netral
atau otonom. Pengadilan dalam persefektif sosiologi hukum hanya dipandang
sebagai sebuah pranata sosial untuk mencari keadilan. Bagaimanapun setiap
pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat wajar jika memiliki suatu
keberpihakan pada ideologi dan “political will” negaranya. Oleh sebab itu, tidak
aneh bagi sosiologi hukum jika pengadilan menjadi alat politik, sebagaimana yang
dinyatakan oleh Curzon (1979: 19):
“…the core of political jurisprudence is a vision of the courts as political
agencies and judges as political actors…”
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Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah ilmu sosiologi yang ditambah
hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan seorang
sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu
membaca, mengenal dan memahami, berbagai fenomena hukum sebagai objek
kajiannya. Setelah itu, tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik)
untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan melepaskan
diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Achmad Ali, 1998:
18).
Dari pemaparan di atas jelas menggambarkan bagaimana ruang lingkup
dari sosiologi hukum lebih banyak memposisikan masyarakat sebagai obyek
kajiannya. Peranan institusi atau lembaga dalam masyarakat tidak lepas dari
sorotan sosiologi hukum. Intinya adalah kalau kecenderungan hukum secara
normatif dikenal dengan “Law in text” hukum adalah apa yang tertulis dalam
Undang-undang, maka dalam persfektif sosiologi hukum dikenal dengan “Law in
action”, hukum adalah apa yang ada dalam kenyataan masyarakat. Perbedaan ini
jelas sangat signifikan, dikarenakan satu memposisikan hukum sebagai sesuatu
yang pasif, dan satu dalam posisi yang aktif.
C. Pengertian Kekerasan
Kekerasan atau (bahasa Inggris: Violence) berasal dari (bahasa Latin:
violentus yang berasal dari kata vi atau vis berarti kekuasaan atau berkuasa)
adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang
merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal
yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau
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martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.12
Sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi
pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Penjelasannya sebagai berikut13 :
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan
jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala
macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya tidak
ingat atau tidak sadar akan dirinya umpanya memberi minuman racun, atau lain-
lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat
mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan
perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya,
mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, dan
orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas
dirinya.
1. Konsep Kekerasan
Masalah kekerasan oleh Johan Galtung dibagi menjadi tiga dimensi yaitu,
kekerasan struktural, kekerasan langsung dan kekerasan budaya. Kekerasan
langsung seringkali didasarkan pada penggunaan kekuasaan sumber (resource
power). Berikut penjelasan konsep kekerasan menurut Johan Galtung (Susan,
2009: 111) :
12“Kekerasan”, Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan
(20 Mei 2016).
13 R. Soesilo, KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor : Politeia,
1980), h. 98.
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a. Kekerasan Struktural adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu
sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya (human needs) merupakan konsep dari kekerasan struktural
(struktural violence). Kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa
tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh
kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima
sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh
struktur sosial dan politik, sampai tidak adanya hak untuk mengakses
pendidikan secara bebas dan adil, termasuk kematian manusia akibat
kelaparan, dan seseorang yang tidak mampu mengakses kesehatan adalah
konsep kekerasan struktural.
b. Kekerasan Langsung, Kekerasan langsung (direct violence) dapat dilihat
pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya yang
menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan
orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan
kelompok lainnya, juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau
teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis
merupakan bentuk dari kekerasan langsung.
c. Kekerasan Budaya merupakan inti dari penggerak kekerasan struktural dan
langsung, dikarenakan sifat budaya dapat muncul pada dua tipe kekerasan
tersebut. Kekerasan budaya (cultural violence) dilihat sebagai sumber lain
dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan dan
kecurigaan. Sumber kekerasan budaya ini bisa berangkat dari etnisitas,
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agama, maupun ideologi. Galtung menekankan makna kekerasan budaya
yang dimaksud bukanlah menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan
sistemnya, namun aspek-aspek dari kebudayaan itu. Galtung memberi
definisi pada kekerasan budaya sebagai aspek-aspek dari kebudayaan,
ruang simbolis dari keberadaan masyarakat dimana manusia dicontohkan
oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan
formal (logis, matematis) yang bias digunakan untuk menjastifikasi atau
melegitimasi kekerasan struktural dan langsung.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan
Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian
masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, yang tampaknya semakin
menguat dan menjadi suatu kebiasaan yang menyimpang. Kekerasan dalam
bentuk anarkis atau premanisme di beberbagai wilayah Indonesia telah menjadi
warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi,
terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung
maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-
sama. Faktor-faktor tersebut diantaranya14 :
a. Masalah penegakan hukum (law enforcement) yang masih lemah;
b. Masalah kesenjangan ekonomi;
c. Tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin;
d. Adanya provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
14 I Ketut Suweca, http://economist-suweca.blogspot.co.id/2010/09/budaya-kekerasan-
yang-menguat-apa.html (21Mei 2016).
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D. Pengertian Geng Motor
Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda
motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama
menjadi kegiatan rutin sekelempok orang tersebut. Baik tujuan konvoi maupun
touring dengan sepeda motor yang mereka miliki. Sedangkan pengertian geng
motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari
beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat
dengan tingkah laku anarkis dan terkadang dihantui rasa takut oleh masyarakat
akan keberadaan geng motor.15
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti
sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang di latar belakangi oleh persamaan
latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus
Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak.
Pelakunya dikenal dengan sebutan Gangster. Gangster atau “bandit” berarti suatu
anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan
memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan.16
Menurut Yasmin Anwar Adang mengemukakan bahwa17 :
Geng (delinquen) banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan
bertanggung jawab atas maraknya tindak kriminal dalam bentuk pencurian,
pengrusakan barang milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang
15“Remaja dan Geng Motor”, http://www.radarcirebon.com/remaja-dan-geng-motor.html
(23 Mei 2016).
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), h. 441.
17 Yasmin Anwar Adang, Kriminologi (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 391.
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otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan
kekerasan, meneror lingkungan, dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja
ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapapun tanpa suatu
sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok
sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan masyarakat. Berdasarkan uraian
di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu :
1. Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja;
2. Jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja;
3. Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang
anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang menjadi
anggota geng didalamnya.
Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang
melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru yang merangsang
jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan
perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control
orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindakan kekerasan dan
kejahatan.18
Menurut Collins, hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi
geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng
adalah untuk menegaskan keberadaan sosialnya dan mendapatkan perlindungan
secara terus-menerus. Secara umum, anak-anak muda yang menyatakan dirinya
18 Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Anak (Jakarta Utara : PT. Rajawali Pers,
1986), h. 14.
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anggota geng, akan cenderung mengarah ke perilaku kriminal dan anti sosial,
dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku sebagai anggota geng.19
Dari segi sosiologi hukum, geng motor adalah suatu kelompok sosial yang
memiliki dasar tujuan yang sama, atau asosiasi yang dapat disebut suatu
paguyuban, tetapi hubungannya bersifat negatif, tidak teratur, dan cenderung
melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor munculnya tindakan anarkis
adalah adanya keyakinan, anggapan, serta perasaan bersama (collective belief).20
E. Pengertian Anak Remaja
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan
termasuk anak yang masih dalam kandungan.21 Sedangkan remaja adalah periode
transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada
usia kira kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22
tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat
dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan
karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan
kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan
identitas sangat menonjol, mulai dari (pemikiran yang logis, abstrak, dan
idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga.22
19 Rob White, Fenomena Geng Remaja Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia (Yogyakarta
: Gala Ilmu Semesta, 2008), h. 40.
20 “Geng Motor Dari Segi Sosiologi Hukum Serta Solusi Meminimalisir Geng Motor,”
http://www.moonraker.id/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi-dan.html# (25 Mei 2016).
21 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak” (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 3.
22 “Remaja” Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja (25
Mei 2016).
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Istilah asing yang sering digunakan untuk menunjukkan masa remaja,
menurut Yulia S.D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa (1991): (a) puberteit,
puberty dan (b) adolescentia. Istilah puberty (bahasa inggris) berasal dari istilah
latin, pubertas yang berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat
tanda-tanda kelaki-lakian. Santrock (1998,1999), mendefinisikan pubertas sebagai
masa pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan seksual yang terjadi pada masa
awal remaja. Adolescentia berasal dari istilah latin yang berarti masa muda yang
terjadi antara 17–30 tahun. Menurut Yulia dan Singgih D. Gunarsa, akhirnya
menyimpulkan bahwa proses perkembangan psikis remaja dimulai antara 12–22
tahun.23
Menurut Agoes Dariyo, Perkembangan pada masa remaja berkaitan erat
dengan dua hal dasar bagi setiap manusia yakni24 :
1. Pertama adalah hal-hal yang bersifat jasmani atau fisik sebagai kebutuhan
primer seperti makan, minum, seks dan lain sebagainya.
2. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat rohani, yakni psikis
dan sosial.
Menurut WHO (World Health Organization), remaja adalah suatu masa
dimana25 :
1. Individu berkembang pada saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda
seksual sekundernya sampai pada saat mencapai kematangan seksual.
23 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja (Cet. 1; Bogor : Ghalia Indonesia,
2004), h.13.
24 Sudarsono, Kenakalan Remaja “Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi” (Cet. 4;
Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 155.
25 Sarlito W Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2012), h. 12.
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2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari
kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada
keadaan yang relatif lebih mandiri.
Menurut Zkiah Daradjat, remaja adalah masa dari umur manusia yang
paling banyak mengalami perubahan, sehingga membawanya pindah dari masa
anak-anak menuju kepada masa dewasa.26
Remaja suatu tingkat umur, dimana anak-anak tidak lagi anak, akan tetapi
belum bisa dapat dipandang atau dikatakan dewasa. Jadi remaja adalah umur yang
menjembatani antar umur anak-anak dan umur dewasa.27
Dari berbagai macam defenisi perihal pengertian usia remaja yang
dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa
secara umum usia remaja yang dikemukakan oleh beberapa ahli berkisar pada
awal usia 12 atau 13 tahun hingga 21 atau 22 tahun.
Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan
masa kanak-kanak masih dialami, namun sebagian kematangan masa dewasa
sudah dicapai. Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain, proses pertumbuhan
biologis misalnya tinggi badan yang masih terus bertambah. Sedangkan bagian
dari masa dewasa antara lain, proses kematangan semua organ tubuh, termasuk
fungsi reproduksi dan kematangan kognitif, yang ditandai dengan mampu berpikir
secara abstrak.
26 Zakiah Daradjat, Problema Remaja di Indonesia (Cet. 3; Jakarta : Bulan Bintang,
1978), h. 35.
27 Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja (Cet. 2; Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 28.
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F. Jenis Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja
Menurut Kartini Kartono, mengemukakan bahwa wujud dari perilaku
delinkuen, yang erat kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor di Kota
Bandung. Wujud perilaku delinkuen tersebut, yakni28 :
1. Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas, dan
membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman
(milie) sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif
yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku
(tawuran), sehingga membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi
di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak (adolesens), antara lain berupa perbuatan mengancam,
intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret,
menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan
jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan
pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas,
menimbulkan keadaan yang kacau, dan menggangu lingkungan sekitar;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual
atau didorong oleh raeksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior,
28 Yasmin Anwar Adang, Kriminologi (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 394.
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menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas
dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat
bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-
aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar; Homoseksualitas, erotisme,
erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja
disertai dengan sadistis.
10. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga
mengakibatkan ekses kriminalitas;
11. Komersialitas seks, pengguguran kandungan oleh gadis-gadis delinkuen,
dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibi-ibu yang tidak kawin;
12. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan
pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
13. Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan
dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan
kejiwaan lainnya;
14. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitis lethargical)
dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka di kepala
dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuatkan kerusakan mental,
sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
15. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak
yang menuntut kompensasi, disebabkan karena organ-organ yang inferior.
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G. Upaya Penanggulangan Kekerasan
1. Upaya Penanggulangan Menurut Metode Para Ahli
Upaya penanggulangan tindak pidana dan kekerasan telah dilakukan oleh
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Adapun upaya
penanggulangan tindak pidana dan kekerasan menurut para ahli, sebagai berikut:
a. Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk
melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana yang juga
termasuk dalam bidang kebijakan kriminal, adalah kebijakan sosial yang
terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan upaya-upaya
untuk perlindungan bagi masyarakat.29
b. Menurut Baharuddin Lopa, bahwa upaya dalam menanggulangi suatu
tindak pidana kejahatan dan tindak pidana kriminal lainnya, adalah dapat
dengan mengambil beberapa langkah yang meliputi langkah pencegahan
(preventif), disamping langkah penindakan (represif). 30
Langkah-langkah dalam upaya preventif (Lopa, 2001: 16) meliputi:
1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran,
yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum
masyarakat, serta meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
29 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta : Kencana, 2001), h. 77.
30 Baharuddin Lopa dan Moch Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor
(Bandung; 2001), h. 16.
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4) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para
penegak hukum.
c. Menurut E.H. Sutherland dan Cressey, bahwa ada dua buah metode yang
dipakai untuk mengurangi kecenderungan dari perilaku kriminal, yakni31 :
1) Suatu cara yang ditujukan terhadap pengurangan jumlah residivis
(pengulangan tindakan kriminal) dengan suatu pembinaan yang
dilakukan secara konseptual.
2) suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal
yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang,
dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).
a) Upaya Preventif
Penanggulangan tindak pidana secara preventif dilakukan untuk mencegah
terjadinya tindak pidana yang pertama kali. Mencegah lebih baik dari pada
mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana
semboyan dalam kriminologi yakni: “usaha-usaha memperbaiki penjahat
perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang”. Jadi
dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta
menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga
kultur masyarakat yang menjadi daya dinamika dalam suatu pembangunan
dan bukan sebaliknya, seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial
yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu, perlu
31 Ramli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung : PT. Eresco,
1992), h. 66.
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juga dilakukannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat bahwa
keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama.
b) Upaya Represif
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak pidana.
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para
pelaku kriminal sesuai dengan perbuatannya, serta membina kembali agar
sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak
mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga menjadi peringatan bagi
orang lain untuk tidak akan melakukan suatu tindak pidana.
Dalam membahas sistem upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem
peradilan pidana indonesia yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu,
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang
merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode
perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Uraiannya (Syani, 1987:
137) sebagai berikut:
(1) Perlakuan (treatment)
Dalam penggolongan perlakuan, tidak boleh menetapkan perlakuan
yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan
pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan
terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.
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Berdasarkan perlakuan, yang membedakan penerapan hukum dari segi
jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni32 :
(a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan
yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur
melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap
belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
(b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak
berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku
kejahatan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan (treatment) ini mengandung dua
tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran agar pelaku tidak
mengulang lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dikemudian hari.
(2)Penghukuman (punishment)
Jika apabila terdapat pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk
diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu
beratnya suatu kesalahan yang dilakukan, maka perlu diberikan suatu
penghukuman yang sesuai dengan undang-undangan hukum pidana.33
Oleh karena indonesia telah menganut sistem pemasyarakatan, dan bukan
lagi sistem kepenjaraan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman yang
diberikan adalah hukuman yang berlandaskan pada pembinaan sosial, agar dapat
menjadi manusia yang baik, serta berguna bagi bangsa, agama, dan masyarakat.
32 Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi (Makassar : Pustaka Refleksi, 1987) h. 137.
33 A. S. Alam Dan Ilyas Amir, Pengantar Kriminologi (Makassar : Pustaka Refleksi




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum empiris (kualitatif),
atau field research, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Gowa, Jl. Syamsuddin Tunru,
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini
didasari alasan karena lokasi tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki
tingkat penduduk dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Hal
tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kekerasan, yang dilakukan geng
motor anak remaja dalam beberapa tahun terakhir.
B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
metode yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah
yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian
atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologi), guna agar dapat
mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.
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C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data,
meliputi: metode field research (penelitian lapangan) dan library research
(penelitian kepustakaan). Pada proses pengumpulan data ini, dilakukan dengan
tiga metode, yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan
penelitian ini. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan penulis
dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Untuk memberikan
penjelasan terhadap ketiga metode tersebut, berikut ini akan dibahas secara
singkat sebagai berikut :
1. Metode Wawancara
Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada
tujuan penelitian. Adapun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data
dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan beberapa
narasumber (informan). Dalam hal ini, aparat kepolisian yang berkompeten sesuai
dengan judul penelitian.
2. Metode Observasi
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara
sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Berdasarkan
hal tersebut, maka penulis akan melakukan observasi agar dapat mendekati dan
mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran.
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3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan
dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa
dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti
langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, maka
digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian
disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan
menjelaskan gambaran yang nyata mengenai tindak pidana kekerasan yang
dilakukan geng motor anak remaja di Kabupaten Gowa. Hasil wawancara dan
studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk
memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan
5°33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya
antara 12°33.19’ hingga 13°15.17’ Bujur Timur dan 5°5’ hingga 5°34.7’ Lintang
Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi
Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah
Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di
bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Ibukota kabupaten
Gowa berada di Kota Sungguminasa, wilayah Kecamatan Somba Opu, dan
terletak pada jarak 6 km2 di sebelah selatan Kota Makassar.34
2. Luas Wilayah
Dalam angka tahun 2010, wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri
dari 18 Kecamatan dan 167 kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.883,32 km2 dan
berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.35
34Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Letak Geografis Kabupaten Gowa”, Official
Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, http://gowakab.go.id/profile (22 Agustus 2016).
35“Kabupaten Gowa”, Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia. org/wiki/
Kabupaten Gowa (22 Agustus 2016).
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B. Data Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor
Anak Remaja Di Kabupaten Gowa
Sesuai dengan hasil penelitan yang dilakukan penulis di Kantor Polres
Gowa, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus kekerasan yang
dilakukan geng motor anak remaja. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan
dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Dari
Tahun 2015 s/d 2016.
NO. JENISTINDAK PIDANA
TAHUN JUMLAH2015 2016
1. Pencurian Sepeda Motor 4 2 6
2. Pencurian Biasa 2 1 3
3. Penganiayaan 2 8 10
4. Kekerasan dengan Senjata Tajam
(Badik/Busur/Anak Panah) 4 2 6
5. Pencurian dengan
Kekerasan/Jambret 2 3 5
JUMLAH 14 16 30
Sumber : Data Kantor Polres Kabupaten Gowa, tahun 2016.
Dalam Tabel 1 tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus
kejahatan dan kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja, terdapat total
30 kasus, yang ditiap jenis kasusnya terjadi peningkatan dan penurunan, yakni
tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) dan pencurian biasa terjadi
penurunan, sedangkan penganiayaan, kekerasan dengan senjata tajam, dan jambret
mengalami peningkatan. Dengan demikian jenis tindak pidana yang dilakukan
geng motor oleh anak remaja di Kabupaten Gowa tahun 2015 s/d 2016 telah
mengalami peningkatan dari jumlah kasus pada tahun 2015 terdapat 14 kasus dan
pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 16 kasus.
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Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, Sebenarnya kasus mengenai tindak
kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja ini, jumlahnya bisa lebih dari
data yang ada. Tetapi, banyak yang dialihkan menjadi kasus pelanggaran lalu
lintas. Selain itu, banyak pelakunya yang bebas, tidak cukup bukti, dan tidak
adanya saksi.36
Berdasarkan hasil penelitian di kantor Polres Gowa, dapat diketahui bahwa
anggota geng motor anak remaja yang paling banyak melakukan tindak kekerasan
adalah pelaku yang umurnya berkisar antara 13 tahun sampai dengan 17 tahun.
Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan mengenai umur pelaku tersebut
dalam bentuk tabel sebagai berikut :
1. Data Umur Pelaku
Tabel 2. Data Umur Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten
Gowa Tahun 2015 s/d 2016.
NO. UMUR PELAKU 2015 2016 JUMLAH
1. 12-13 TAHUN - 1 1
2. 14-15 TAHUN 1 6 7
3. 16-17 TAHUN 13 9 22
JUMLAH 14 16 30
Sumber : Data Kantor Polres Gowa, tahun 2016.
Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan tindak
kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di Kabupaten Gowa dari tahun
2015 s/d 2016, yakni pelaku yang berumur antara kisaran 14 sampai 17 tahun.
Dalam hal ini, penulis menerangkan bahwa usia yang paling berpotensi di dalam
36 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 1 September 2016.
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melakukan suatu penyimpangan dan tindak kekerasan, adalah mereka yang
mendekati usia (14, 15, 16, dan 17 tahun).
Rincian dari tabel 2 tersebut adalah sebagai berikut :
“Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 14 sampai dengan 17 tahun,
yaitu berjumlah 29 orang. Untuk yang berusia kisaran 12 sampai denagn 13 tahun,
tercatat 1 orang.”
Tingginya fenomena kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja
sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan pada pelaku itu sendiri.
Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :
2. Data Tingkat Pendidikan Pelaku
Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja di





1. PENGANGGURAN 3 5 8
2. SD 5 4 9
3. SMP 4 6 10
4. SMA 2 1 3
JUMLAH 14 16 30
Sumber : Data Kantor Polres Gowa, tahun 2016.
Dalam tabel 3 tersebut, tampak bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan
geng motor anak remaja di wilayah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun
2015 sampai dengan tahun 2016, yang paling banyak adalah mereka yang
bependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 10 orang.
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Kemudian diikuti dengan pelaku yang berlatar pendidikan Sekolah Dasar (SD)
dengan jumlah 9 orang, serta yang tidak mempunyai pekerjaan (Pengangguran)
dengan jumlah 8 orang, Jauh berbeda dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) yang hanya 3 orang pelaku saja.
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang, maka akan semakin rendah niat untuk melakukan kejahatan
ataupun kekerasan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan
seseorang atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, maka
kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminalitas pun akan semakin besar.
Bripka Nur Syamsu Alam juga menyatakan bahwa, masalah pembinaan
anak remaja yang terjadi saat ini adalah kurangnya perhatian dan pengawasan
guru maupun orang tua murid di dalam membimbing anak-anaknya, serta kurang
memberikan pelajaran moral yang berlandaskan rohani yang harusnya diterapkan
di rumah maupun di sekolah. Selain itu, orang tua juga perlu membatasi pergaulan
mereka di luar rumah sepulang dari sekolah, sehingga mereka dapat terhindar dari
pergaulan bebas yang menjerumuskan mereka ke dalam perekrutan anggota geng
motor yang marak di kalangan remaja saat ini.37
3. Data Status Pekerjaan Pelaku
Dari hasil penelitian penulis di kantor Polres Gowa, dapat diketahui bahwa
yang paling banyak melakukan tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak
remaja selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, ialah pelaku yang berstatus
pelajar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :
37 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 5 September 2016.
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Tabel 4. Data Status Profesi Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja di
Kabupaten Gowa (Tahun 2015 s/d 2016).




1. PENGANGGURAN 5 2 7
2. PETANI 2 - 2
3. PELAJAR 5 10 15
4. BURUH BANGUNAN 2 2 4
5. T.PARKIR/PENGAMEN - 2 2
JUMLAH 14 16 30
Sumber : Data Kantor Polres Gowa, tahun 2016.
Dari tabel 4 di atas, terlihat dengan jelas bahwa diantara 30 orang pelaku
tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di Kabupaten Gowa
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, tercatat 7 orang pelaku yang berstatus
pengangguran, 2 orang petani, 15 orang pelajar, 4 orang buruh bangunan, 1 orang
tukang parkir, dan 1 orang pengamen. Menurut penulis, fakta tersebut
menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja,
membuktikan bahwa remaja yang berstatus pelajar sangat rentan melakukan
perbuatan yang dipengaruhi oleh lingkungannya, dikarenakan remaja yang
berstatus pelajar merupakan masa dimana mereka berproses dan berinteraksi
dalam kondisi labil, dengan mencari jati diri yang ditunjukkan dengan suatu
tindakan atau ekspresi yang terkadang bersifat ekstrim, tanpa menghiraukan
akibat yang ditimbulkannya.
Bripka Yusran Jafsur juga menerangkan bahwa, Untuk status anak remaja
yang lain seperti pengangguran, petani, buruh bangunan, dan tukang parkir yang
sekaligus pengamen, itu disebabkan karena adanya tekanan-tekanan sosial
45
maupun tekanan ekonomi, sehingga mendorong untuk melakukan suatu tindakan-
tindakan yang cenderung menyimpang dengan berujung tindakan anarkis dan
kejahatan.38
C. Pembahasan
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Yang Dilakukan
Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa
Dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya tindak kekerasan
yang dilakukan geng motor oleh anak remaja, maka perlu dilakukan penelitian
yang dapat memberikan keterangan tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kekerasan yang dilakukan geng
motor oleh anak remaja di Wilayah Kabupaten Gowa dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016.
Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, terdapat beberapa faktor penyebab
terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di wilayah
Kabupaten Gowa, antara lain39 :
a. Mudahnya Mendapatkan Sepeda Motor;
b. Faktor Lingkungan Keluarga;
c. Pengaruh Minuman Keras;
d. Faktor Lingkungan Pendidikan;
e. Faktor Lingkungan Masyarakat;
f. Faktor Lingkungan Keagamaan;dan
38 Yusran Jafsur (31 tahun), Bagian Unit RESMOB Satuan Reserse Kriminal POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 8 September 2016.
39 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 9 September 2016.
46
g. Faktor Kesenjangan Sosial.
Ketujuh faktor tersebut akan penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara
dengan metode pendekatan sosiologi hukum sebagai berikut :
1) Mudahnya Mendapatkan Sepeda Motor
Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan
tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal,
ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk
berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang
positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi
ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang
lain.40
Fenomena munculnya geng motor memang tidak bisa dilepaskan dari
dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang seperti
misalnya saat ini, penggunaan kendaraan sepeda motor menjadi primadona bagi
masyarakat Indonesia dibandingkan penggunaan sarana transportasi lainnya. Bagi
masyarakat kota besar, sepeda motor merupakan solusi yang ekonomis dan praktis
dalam bertransportasi ketika dihadapkan dengan tingginya harga bahan bakar
minyak dan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kemudian saat ini, masyarakat
sangat mudah apabila ingin membeli sebuah sepeda motor dikarenakan terdapat
persyaratan yang mudah serta uang muka yang relatif terjangkau dengan angsuran
yang relatif ringan meskipun harus kredit dalam jangka waktu yang lama.
40Elita Suratmi, “Geng Motor”, https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-
motor/ (8 September 2016).
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Dalam hal ini, Bripka Nur Syamsu Alam menyatakan bahwa, Kondisi ini
merupakan suatu potensi di dalam melahirkan suatu komunitas geng motor baru
di kalangan anak remaja, khususnya di wilayah Kabupaten Gowa. Dalam dunia
kepolisian, kondisi ini dikategorikan sebagai faktor kotrelasi kriminogen atau
potensi gangguan.41
2) Faktor Lingkungan Keluarga
Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, Hal ini berawal dari kurangnya
pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga memberi kesempatan
bagi mereka untuk bergaul secara bebas di lingkungan sebayanya tanpa mengenal
waktu dan batasan dalam bergaul. Terkait dengan kasus kriminalitas yang
dilakukan geng motor oleh anak remaja, ini kebanyakan disebabkan terlalu
sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian terhadap
mereka hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Dan pada dasarnya, setiap
anak remaja memang menginginkan adanya pengakuan, perhatian, pujian, serta
kasih sayang dari lingkungannya, khususnya orang tua di dalam lingkungan
keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan anak memiliki ikatan emosi
yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak
mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah
satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan hal tersebut
adalah lingkungan teman sebayanya.42
41 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 9 September 2016.
42 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 12 September 2016.
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3) Pengaruh Minuman Keras
Menurut Bripka Yusran Jafsur, Bahwa orang yang sering minum-minuman
keras secara berlebihan dapat mempengaruhi syaraf berfikir sehingga melahirkan
suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal), dengan ciri-ciri43 :
a) Agresif dalam bertingkah;
b) Berbicara dengan tutur kata yang tidak teratur;
c) Ceroboh dalam melakukan sesuatu; dan
d) Emosi yang tidak terkontrol.
Dalam hal ini, Bripka Yusran Jafsur juga mengemukakan bahwa, dengan
pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa disadari akan
tindakan tersebut benar atau salah. Sehingga yang terjadi adalah pelaku tersebut
dapat bertindak di luar pemikiran yang normal akibat pengaruh minuman keras,
serta menjadi mudah tersinggung dikarenakan seseorang yang telah meminum
minuman keras dapat menjadikannya hilang kendali, sehingga yang bersangkutan
menjadi lebih mudah agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, maka akan
menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral
menjadi menyimpang, dengan kata lain dapat menimbulkan tindakan kriminalitas.
Oleh karena itu, minuman keras tidak boleh dibiarkan merajalela di lingkungan
masyarakat.44
Jadi, penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali,
akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain
43 Yusran Jafsur (31 tahun), Bagian Unit RESMOB Satuan Reserse Kriminal POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 12 September 2016.
44 Yusran Jafsur (31 tahun), Bagian Unit RESMOB Satuan Reserse Kriminal POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 12 September 2016.
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dalam lingkungan masyarakat dan sekitarnya, bahkan bisa sampai mengganggu
stabilitas pembangunan daerah, juga sangat mempengaruhi seseorang untuk
melakukan suatu penyimpangan, khususnya anak remaja yang mengkonsumsi
minuman tersebut, karena dapat mempengaruhi perilaku mereka ke arah tindakan-
tindakan kriminalitas.
4) Faktor Lingkungan Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.45
Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, Lingkungan pendidikan secara formal,
merupakan sekolah yang secara teratur dan terencana melakukan pembinaan
terhadap generasi muda. Fungsi sekolah tidak hanya memberikan pengajaran dan
pendidikan secara formal, melainkan semua tenaga dan alat-alat pengajaran
merupakan unsur pembinaan bagi anak didiknya. Selain itu, tingkat pendidikan
formal yang baik dapat menimbulkan manfaat terhadap remaja, yaitu suatu
pengendalian diri dalam melakukan segala sesuatu. Sedangkan lingkungan
pendidikan secara non formal, berada di dalam lingkungan keluarga, dan sangat
ditentukan oleh kepala keluarga masing-masing. Namun, masalah yang sering
muncul dalam lingkungan pendidikan non formal adalah kurangnya perhatian
45Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,” dalam Asep Muslim, Standar Nasional Pendidikan (Cet. I; Bandung:
Fokusmedia, 2005), h.95
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orang tua terhadap anaknya, serta minimnya kondisi keuangan keluarga mereka,
sehingga banyak di antara mereka tidak mengutamakan pendidikan. Selain itu,
masalah yang sering terjadi dalam pendidikan informal adalah kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan.46
5) Faktor Lingkungan Masyarakat
Pada usia remaja, pengaruh lingkungan sosial di masyarakat terkadang
lebih besar pengaruhnya daripada lingkungan keluarga, sebab masa remaja adalah
masa yang sedang mengembangkan kepribadiannya, dan sedang membutuhkan
lingkungan teman-teman di dalam masyarakat. Selain itu, perhatian mereka benar-
benar terfokus dengan beragamnya hal-hal baru yang ada di sekitar mereka.
Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, bahwa pengaruh lain dari lingkungan
sosial di masyarakat saat ini adalah pengaruh yang bersifat pornografis, sadisme,
film-film yang merusak moral, gambar-gambar, bacaan-bacaan, tempat rekreasi
dan lain sebagainya, yang pada pokoknya berbagai kegiatan yang disenangi oleh
muda-mudi zaman sekarang. Selain itu, faktor lain juga sangat penting bagi
pembinaan anak remaja di dalam mengenal lingkungan masyarakat misalnya,
adanya semacam kelompok dalam masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan
yang mempunyai fungsi dan peranan yang positif bagi pembinaan remaja, sebab
disitulah remaja dilatih dan dididik untuk bermasyarakat.47
6) Faktor Lingkungan Keagamaan
46 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 13 September 2016.
47 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 13 September 2016.
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Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, Lingkungan keagamaan tidak hanya
terletak pada suatu kelompok tertentu yang biasanya dikenal dengan kelompok
majelis taklim, akan tetapi lingkungan keagamaan merupakan lembaga pendidikan
keagamaan yang ada dalam lingkungan masyarakat seperti, Masjid, Musholla,
Madrasah, Pesantren, Tempat Pengajian, dan Perpustakaan Keagamaan. Selain
itu, kegiatan keagamaan sangat penting bagi perkembangan perilaku anak remaja,
karena dapat menjauhkan mereka dari pergaulan bebas khususnya pergaulan geng
motor yang marak di kalangan anak remaja saat ini. Kegiatan keagamaan yang
dimaksud yakni, Acara-acara Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Peringatan Tahun Baru
Hijriyah, Nuzulul Qur'an, Tablig Akbar, dan sebagainya. Dikarenakan, pengaruh
lembaga pendidikan keagamaan sangat positif bagi perkembangan remaja, sebab
remaja yang sering datang ke masjid atau ke acara keagamaan menjadikan
karakter mereka lebih islami. Dengan demikian, kriminalitas geng motor yang
kebanyakan dilakukan oleh anak remaja dapat ditekan jumlahnya. Selain itu,
tempat-tempat keagamaan akan lebih besar pengaruhnya apabila tokoh agama dan
tokoh masyarakat mau bekerja sama untuk mengajak anak-anak remaja aktif
dalam kegiatan ataupun upacara keagamaan.48
Dengan demikian faktor agama memiliki pengaruh yang besar terhadap
perkembangan perilaku dan karakter anak remaja, terutama mereka yang sedang
mengalami kesusahan hidup dan kekecewaan dalam keluarga maupun di sekolah.
Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat semestinya mendukung fasilitas dan
kegiatan lembaga pendidikan keagamaan tersebut diselenggarakan, karena
48 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 15 September 2016.
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merupakan sarana dan prasarana yang penting di dalam membina anak-anak
remaja agar terhindar dari perilaku yang menyimpang di masyarakat. Oleh sebab
itu, pembinaan generasi muda yang islami haruslah dimulai dari sedini mungkin,
guna menciptakan insan pembangunan yang cendekiawan, serta bermanfaat bagi
nusa, bangsa, agama, keluarga dan tentunya masyarakat.
7) Faktor Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat
Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Gowa, yang disebabkan oleh adanya
perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok dari berbagai aspek,
misalnya dalam aspek keadilan antara orang kaya dan miskin.
Menurut Bripka Yusran Jafsur, Kesenjangan sosial merupakan perbedaan
jarak antara status sosial masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan
bawah. Kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di dalam
masyarakat, seperti munculnya tindakan-tindakan kriminalitas, terbentuknya geng
motor, serta adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya.49
Menurut Bripka Nur Syamsu Alam, Kurangnya lapangan pekerjaan juga
mempengaruhi perkembangan perekonomian di dalam masyarakat, sedangkan
perekonomian menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial.50 Dalam
hal ini, masyarakat golongan atas sebaiknya membantu masyarakat dari golongan
bawah dalam bentuk lapangan kerja ataupun modal usaha dan sebagainya. Selain
49 Yusran Jafsur (31 tahun), Bagian Unit RESMOB Satuan Reserse Kriminal POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 18 September 2016.
50 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 18 September 2016.
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itu, pemerintah juga diharapkan peka dalam melaksanakan amanat UUD 1945
yaitu, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Upaya Aparat Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Yang
Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa
Kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja pada dasarnya dapat
ditekan jumlahnya, tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena
itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian RESOR Gowa
dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan geng motor oleh anak
remaja, dapat dilakukan dengan upaya preemtif, preventif, dan represif. Untuk
penjelasannya, (Alam, Wawancara, 2016) sebagai berikut:
a. Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Usaha-usaha yang
dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan,
adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik
sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Jadi dalam
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
Metode pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: (Niat + Kesempatan
= Kriminal). Jadi, pada upaya ini, lebih menekankan pada menghilangkan
niat seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Salah satu upaya
preemtif yang dilakukan oleh aparat kepolisian RESOR Gowa, adalah
dengan menyebarkan spanduk ke wilayah-wilayah yang rawan akan
terjadinya tindak kriminal, agar masyarakat tetap berhati-hati dan waspada
akan tindakan kriminalitas ketika berada di tempat umum atau sedang
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berkendara di jalan raya. Selain itu, seluruh pengendara kendaraan
bermotor maupun mobil juga dihimbau agar melakukan upaya proteksi
atau melindungi diri, dengan langsung meminta pertolongan pertama
kepada masyarakat ketika tindakan kriminal itu terjadi.
b. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya terjadinya suatu tindak
kekerasan. Upaya ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan upaya
preemtif. Jika pada upaya preemtif lebih menekankan pada upaya
menghilangkan niat pelakunya, maka pada upaya preventif lebih kepada
upaya menghilangkan kesempatan pelaku. Tindakan preventif berusaha
memberantas kekerasan dengan cara menghilangkan segala sesuatu yang
menjadi penyebab terjadinya suatu tindak kekerasan. Dengan kata lain,
kesempatan pelaku dapat dicegah sebelum terjadinya tindak kekerasan.
Adapun tindakan preventif yang dilakukan aparat dalam menanggulangi
aksi kekerasan geng motor, yaitu51:
1) Meningkatkan patroli di daerah yang rawan terjadinya kriminalitas;
2) Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dimalam hari;
3) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras;
4) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya
melapor kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi tindak pidana;
5) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah-sekolah.
51 Nur Syamsu Alam (32 tahun), Bagian Staf URMIN Satuan Lalu Lintas POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 19 September 2016.
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c. Upaya Represif adalah penanggulanagan tindak kekerasan geng motor
yang bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah
terjadinya tindak kekerasan. Tindakan ini dapat berupa penangkapan,
penahanan, dengan sistem proses peradilan yang terstruktur secara
sistematis, mulai dari laporan tingkat kepolisian, pelimpahan berkas ke
kejaksaan, putusan pengadilan, lalu kemudian ditempatkan di lembaga
permasyarakatan.
Tujuan pemidanaan merupakan suatu tindakan yang efektif agar seseorang
tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma-
norma yang hidup di masyarakat.
Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin
dicapai dalam suatu pemidanaan dalam pemasyarakatan, yaitu52:
1) Memberikan efek jera bagi para terpidana.
2) Memperbaiki mental pribadi para terpidana.
3) Membekali narapidana dengan ilmu dan pengetahuan, sehingga mereka
mampu melakukan pekerjaan yang mandiri setelah mereka bebas.
Adapun tindakan represif dalam menanggulangi tindak kekerasan yang
dilakukan geng motor oleh anak remaja, (Jafsur, Wawancara, 2016) yaitu:
1) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka.
2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti
dalam rangka upaya penyidikan kasus tersebut tuntas.
52 Yusran Jafsur (31 tahun), Bagian Unit RESMOB Satuan Reserse Kriminal POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 23 September 2016.
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3) Apabila tersangka terbukti, maka berkas perkaranya akan dilimpahkan
ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.
4) Apabila kasusnya telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri,
maka langkah selanjutnya adalah membawa terdakwa ke Lembaga
Pemasyarakatan guna diberikan pembinaan dengan tujuan memperbaiki
akhlak mereka.
Dalam hal ini, Bripka Yusran Jafsur juga menerangkan bahwa53:
“Tindakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk
memberikan pengetahuan secara praktis, yaitu berupa keterampilan serta
diberikan bimbingan-bimbingan kepada warga binaan agar setelah keluar
dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga masyarakat yang
baik”.
Akan tetapi, membina mental para pelaku tindak pidana kekerasan di
Lembaga Pemasyarakatan, belum menjamin bahwa si pelaku kekerasan tersebut
dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang kerap terjadi, si pelaku tersebut kembali
lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan kasus yang sama ataupun
dengan kasus yang berbeda.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara aparat dan masyarakat di
dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kekerasan
yang dilakukan geng motor oleh anak remaja di wilayah Kabupaten Gowa. Tokoh
masyarakat dan para pemuka agama juga diharapkan dapat melakukan kegiatan
penyuluhan sosial dengan melibatkan para anak remaja untuk aktif dalam peran
53 Yusran Jafsur (31 tahun), Bagian Unit RESMOB Satuan Reserse Kriminal POLRES
Gowa, Wawancara, Gowa, 23 September 2016.
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sertanya dalam suatu kegiatan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.
Selain itu, aparat juga meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum di sekolah-
sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, peranan yang paling penting di dalam
membimbing para anak remaja dari segi internal adalah orang tua yang notabene
merupakan bagian dari anggota masyarakat, karena dapat melakukan pendekatan-
pendekatan persuasif secara mendalam dalam bentuk spiritual, serta dapat menjadi





Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan
geng motor anak remaja di wilayah kabupaten gowa adalah berawal
dari faktor lingkungan keluarga, yaitu kurangnya pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh orang tua mereka dalam memberikan
pelajaran moral dan spiritual, serta membiarkan mereka bebas dalam
mengendarai sepeda motor, yang menjadikan mereka mudah terjerumus
ke dalam suatu pergaulan bebas geng motor. Selain itu, ketergantungan
mereka yang biasa mengkonsumsi minuman keras juga mempengaruhi
akal sehat mereka, sehingga melakukan tindakan anarkisme yang
berujung pada kriminalitas di jalan raya dan tempat umum lainnya.
Selain itu, faktor lain yang menunjang terjadinya tindak kekerasan yang
dilakukan geng motor oleh anak remaja di wilayah tersebut adalah
minimnya pendidikan formal di sekolah, kurangnya pendidikan non
formal di dalam keluarga, dan masalah pendidikan informal dalam
lingkungan masyarakat, yang disertai dengan kesenjangan sosial pada
masyarakat umum golongan menengah ke bawah.
2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian Resor Gowa
dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan geng motor
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anak remaja di wilayah tersebut, adalah dengan meningkatkan patroli di
wilayah yang rawan terjadinya suatu tindak kriminal, dan melaksanakan
kegiatan patroli secara rutin di malam hari, serta mengadakan
penggerebekan terhadap para penjual minuman keras, dan menghimbau
kepada seluruh masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib,
apabila terjadi suatu tindak kriminal. Aparat juga mengadakan program
penyuluhan hukum di setiap sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
B. Implikasi Penelitian
Kasus kekerasan yang dilakukan geng motor oleh anak remaja merupakan
suatu gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, khusunya di
wilayah Kabupaten Gowa. Tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan,
banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Upaya
penanggulangan kekerasan geng motor, telah banyak dilakukan oleh banyak
pihak, baik aparat maupun masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut perlu juga
mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat maupun setempat, dengan
mengapresiasi mereka dalam bentuk penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana)
bagi anak-anak muda, khususnya bagi anak-anak remaja di wilayah Kabupaten
Gowa, yang rentan terlibat didalam pergaulan bebas geng motor. Tujuan dari
penyediaan fasilitas tersebut, agar dapat menunjang dalam mengembangkan
bakat-bakat mereka, sehingga terhindar dari segala perilaku yang menyimpang di
lingkungan masyarakat. Terlebih lagi dengan peran orang tua, wali, guru, dan
tokoh-tokoh masyarakat, agar dapat memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan
pelajaran moral (akhlak), serta pelajaran ilmu agama terhadap anak-anak remaja.
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Adapun saran yang direkomendasikan penulis kepada pemerintah dan
seluruh lapisan masyarakat, serta para jajaran aparatur negara sebagai berikut :
1. Tokoh masyarakat dan para pemuka agama diharapkan dapat bekerja
sama untuk memusyawarahkan kegiatan penyuluhan sosial tentang
kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai
pancasila dan agama di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Gowa.
2. Para guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan
akhlak, moral, dan agama di setiap sekolah negeri maupun swasta.
3. Aparat kepolisian diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan hukum,
patroli, dan sosialisasi dengan mengajak masyarakat bersama-sama
menumbuhkan jiwa patriotisme di dalam melawan dan memberantas
aksi tindakan kekerasan yang dilakukan geng motor diseluruh pelosok
wilayah Kabupaten Gowa.
4. Peran orang tua diharapkan dapat menjadi motivator dalam mengayomi
anak-anaknya yang sedang beranjak dewasa, dalam bentuk pemberian
pembinaan yang berlandaskan keagamaan, serta mengarahkan bakat-
bakat mereka ke hal-hal yang jauh positif.
5. Pemerintah sangat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan menggratiskan biaya pendidikan hingga ke jenjang Strata 1, dan
membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan serta memberikan modal
juga kesempatan bagi rakyat untuk berwirausaha.
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